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BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 28 TAHUN 2013 

TENTANG 

PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KABUPATEN TASIKMALAYA 

RAHMAT TUH N YANG MAHA ES 

BUPATI TASIKMALAYA, 

Menimba n g: a . bahwa dalam ran gk a pc aksa aa ke entuan Pa al 7 Undang­
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan In rmasi 
Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 

Menging t 

, 
ten g Stan Layanan Informasi Publik, Daerah s aku 
Badan Publik wajib m enye "akan informasi yang akurat , benar 
dan tidak menyesatkan sehingga d ip,erlukan p n elolaan 
Informasi Publik sec a baik dan efisien yan da pat diakses 
secara prosed ural; 

b . b wa berd r s rkan p rtim bangan sebagaimana d imaksud 

1. 

terse but pada huruf a, per u menetap Peraturan Bupati 
ten ang P ngelola n Lay nan for a s "k Ka bupaten 

s 'kmaaya; 

ten g em bentukan 
aerah-Dae a u paten ..li ng un a n OVI si Jawa 
arat ( rita Negara T un 1950) :ebagai .ana t 1 diubah 

nd ng- U ang N or 4 Tah n 1 6 tentang 
e ben tuka n abup ten Pu a arta dan Ka upa ten Subang 

d ngan mengubru Un -Undang N mor 14 Tahun 1950 
er tang Pembentu an aerah-daerah K bupa ten dalam 

an Provinsi Jawa Barat Lem aran N gara Republik 
In on s 'a Tahu n 196 om 31,' arnbahan mbaran Negara 

e u lik n do s ia Norr ( r I 851) ; 
2. Und -U dang Nomor 32 T un 200 tentang Pemerintahan 

Daerah ( baran Negara Rep ' ik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tam h . I.-e baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagai a telah beberapakali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

3, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); 
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4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5071); 

5 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pe e · t D er an Ne ara Republik Indoneisa 
Tah n 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4593); 

7. Peratu ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2 07 tentang 
Pembagian Urusan eme 'nt an antara P m erintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pernerintahan aerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indoneis Ta un 
2007 Nomor 89, Tarnbahan Lembaran Negara ep blik 
Indonesia Nomor 4737) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangk t Daerah (Lembaran egara epublik 
Indonesia Tahun 200 7 Nornor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Ind n si ornor 4741); 

9. Peraturan P merinta h mor 61 T n 201 0 tentang 
e aksanaan 

Ke b 
doneisa 
egara Republik In n sia Nornor 5 49 ; 

tentang 
epublik 

era u an e e · D geri 35 Tahun 2010 
ten tang Pedoman Pengelolaan Pelayan Infonnasi dan 

okume tasi d' inglrunga Kementerian Dalam egeri dan 
Pemerin an Dae ah; 

1 . Pera ran M n eri D lal egeri N m r 53 Tahun 2011 
t ang Pembent a n P uk Huku Daerah; 

2. era uran Daerah a bupaten T si alaya Nomor 9 Tahun 
2003 tang rusah Daerah U saha 

er angan K bupa ten a ' ·kma aya; 
13. Per turan Da rah Kabupate Ta ·kmalaya Nomor 11 Tahun 

2006 te t g Sa uan Polis· Pamo Praja; 
14. Peraturan Daera K bu a en Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahan Daerah Air 
Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya; 
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 
2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 
2012 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 
2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya; 

19. te Ta ·kmalaya Nomor 17 Tahun 
2008 tentang I spektorat Kabupa t n Tasikmalaya 
sebagaimana telah diubah dengan Pera turan Daerah 
Kabupaten Tasikm alaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peratu ar a r Ka bupaten Tas ikmalaya 
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Ka u paten 
Tasikmalaya; 

20. Peraturan Daerah Kabu paten Tasikmalaya Nomor 18 T un 
2008 tentang Kecama tan di Lingkungan K b paten 
Tasikmalaya; 

21. Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2010 ten tang Merger dan Konsolidasi Perusahaan Daerah 
Bank Perkreditan Rakyat Ka bupaten T sikmalaya; 

2 2 . eraturan D erah Kabup "'n Tasikm aya Nomor 15 Tahun 
201 entang Ba an P n ggu ncana Daerah 
Ka en T . kmal ay •. 

MEM TU KAN: 

Menetap an : P BUPATI T S IKMALAYA T -'JNTANG PENGELOLAAN 
AY NAN IN ORMAS P BLIK KABUPATEN TASIKMA AYA. 

B I 
KET NTUA J UMUM 

sal 

Dalam peraturan upa ti i i, ya g d imaksud den an : 
1. Daerah adalah Ka bupaten Tasikmalaya 
2. Bupati adalah Bupati a s ikmalaya 
3. Pemerintahan daerah adal peny len a urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD m n u t asas otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah a dalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

5. Pengelolaan adalah proses penerimaan, penyimpanan, pendokumentasian, 
penyediaan danl atau pelayanan informasi di Badan Publik yang 
dipergunakan dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai kewajiban dan janji 
penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, 
cepat, mudah, teIjangkau, dan terukur. 
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6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang 
mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun 
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam 
berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan dan teknologi 
informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik. 

7. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 
dikirim danl atau diterima oleh suatu Badan PubIik yang berkaitan dengan 
penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintah danl atau penyelenggara dan 
penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaaan Informasi Publik serta 
informasi lain ya g er de an e e . ngan ublik. 

8. Badan PubIik d alah pati, Wakil B ati, Satuan Kerj Perangkat Daerah 
Pemerintah d an Badan Usaha Milik Daerah yang fungsi an tugas pokoknya 
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian atau 
seluruh dananya bersumber dar' n gga an en patan dan Belanja Negara 
a u Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

9 . Pe' bat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya dise ut PID 
dalah pejabat yang bertanggungjawa di bidang penerimaan, penyim p anan, 

pendokumen tasian, penyediaan dan I tau pelayanan informasi i Badan 
Pu Ii dan bertanggung jawab langsung kepa a tasan PPID se a gaimana 
dimaksud pada Peraturan Bupati i i. 

10. Ata an PPID adalah pejabat yang m erupakan atasan langsung peja at yang 
bersangkutan dan I atau a tasan d ari atasan 1 gsung pejabat yang 
bersangkutan. 

11. Mej i formasi adalah t mpa p elayan Pu ik s r ta berbagai 

sarana a tau fas i ' pe ya yang 

bertuj an m e dahkan 
12 . Daftar Info aS1 yan eterangan secara 

sistem' tis tentang selu lik berada d i bawah 
pengua saan Badan lik tidak term suk info a si yang . ecuali an. 

13 . Perm h nan . formasi u blik a alah W rga Negara dan/ atau B dan Hukum 
Indon sia ya n g m engaju kan perm ohon an Info S1 Publik s bagaimana 
diatur dalam Undang-Undang om o 14 Tahun 20 8 entang .eterbukaan 

Informasi b lik. 
14. Orang a alah 

Badan Pu 'k se ag . ana 
Tahun 2008 t tang K ter 

TUJUAN 

, kelompok orang, a an hukum, atau 
alam d ang-Undang Nomor 14 

bI' . 

BAB II 
N UA G LINGKUP 

Bagian esatu 
Tujuan 

Pasal2 

Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Kabupaten 

Tasikmalaya bertujuan : 
a. memberikan pedoman bagi Badan PubIik dilingkungan Pemerintah Kabupaten 

Tasikmalaya dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; 
b . meningkatkan pengelolaan informasi publik di lingkungan Badan PubIik 

untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas; 
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c. menjamin pemenuhan hak Warga Negara untuk memperoleh akses Informasi 
Publik; 

d. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik. 

Bagian Kedua 
Ruang Lingkup Badan Publik 

Pasal3 

(1) Ruang Lingkup Badan Publik meliputi : 
a. Bupati dan perangkat daerah sebagai lembaga eksek if daerah; 
b. badan lain dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang fungsi dan tugas 

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau 
se uruh dananya bersum b de' An aran e dapatan a n Belanja 
Negara dan/atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

c . Badan Usaha Milik Daerah. 
(2) a an Publik sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) antara lain terca tum 

pada Lampiran Form 01 tentang Badan Publik sebagai bagian yan tidak 
te i ahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Le b ga atau badan atau organisasi yang memenuhi kriteria seba aimana 
dimaksud pada ayat (1), tetapi belu m masuk pada Lampiran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) teta p diangga Badan Publik sebagai ana diatur 
dalam Undang-Undang omor 14 T hun 2008 tentang Keterbukaan 
Informa i Publik. 

B B II 
UNI PELAK ANA 

Bagian esatu 
Pejabat Penge101a Informa si dan Dokumentasi (PPID) 

Pa sal4 

(1) Bupa ' m e unjuk dan me gangkat PPID elalui Keput san u pati. 
(2) Bupati dapat menu juk peja at fungsion al dan/ atau petugas in formasi yang 

membantu PID dalam melak s' akan tu a s, tanggun gjawab dan 
wewenang ya sesu ai denga n kebutuhan dan ete edia an anggaran daerah. 

(3) PPID, pejaba t fungs'onal dan/ata pe ugas in rmasi yang membantu PPID 
adalah Pegawai eg ri Si il. 

Bag'an edua 
Tanggungjawa dan Wewenang PPID 

Pa al5 

PPID bertanggungjawab di bidang layanan Informasi Publik yang me1iputi proses 
penerimaan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan 
Informasi Publik. 

Pasal6 

(1) PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penerimaan, penyimpanan dan 
pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Badan Publik. 
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(2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID 
bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara 
fisik dari setiap unit/ satuan kerja yang meliputi: 
a. infotmasi yang wajih disediakan dan diumumkan secara berkala; 
b. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan 
c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon informasi publik. 

(3) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID 
bertugas mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh 
setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan 
pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan 
masing-masing u ·t/ atuan kerja sekuran -kurangnya 1 (satu) kali dalam 
sebulan. 

(4) Penyimpana informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undan gan di bidang 
kears·pan. 

Pasal 7 

(1) P D bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan 
selu ruh informasi publik di baw pen a saan Badan Publik yang dapat 
diakses oleh publik. 

(2) Dalam rangka tanggungjawab seba g "mana dimaksud pada ayat (1), PPID 
bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan infor a s i publik 
melalui pengum man dan/ atau pe ohonan . 

(3) Dalam hal ·iban men mkan infor asi publik, PPID bertu gas untuk 
mengko rdinasik 
a. pen muman "nformasi me ·a yan secara fektif dapat 

menjang u s ru em 
b. p nyamp ·an a a Indonesia yang baik dan 

benar, m u ah di ahami serta m empertim an kan pen gguna an bahasa 
yang digunakan oleh penduduk setempat. 

(4) Dalam h a danya permoh onan informa i publik , ertugas: 
a. me gkoor ina sikan pem b r ·an inti rm i publik yang dapat iakses oleh 

publik dengan petugas i formasi di berbagai u n it pelayanan informasi 
untuk memenuhi permohonan i fo rmasi publik; 

b. melakukan pen gujian g k si ya g ti bu l sebagaimana 
diatur dalam Pa al 9 Un dang-U ang No or 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan In rm si Pub .. 'eb 1 lm m eny tak informasi publik 
tertentu dikecuali an. 

c. menyatakan alasan te tulis pe gec alian ormasi Publik secara jelas dan 
tegas, dalam hal permohonan in forma si publik ditolak; 

d. menghitamkan atau mengaburk informasi publik yang dikecualikan 
berserta alasannya; dan; 

e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/ atau petugas informasi 
dalam rangka peningkatkan kualitas layanan informasi publik. 

(5) Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan informasi 
publik, PPID bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan 
keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila 
permohonan Informasi Publik ditolak. 
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Pasal8 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, PPID berwenang: 
a. mengkoordinasikan setiap unit/ satuan kerja di Badan Publik dalam 

melaksanakan pelayanan informasi publik; 
b. memutuskan suatu informasi publik dapat di akses publik atau tidak 

berdasatkart pengujiart tentartg korisekUensi sebagairrtarta diatlir dalam Pasal 
7 ayat (4) huruf b; 

c. menolak permohonan in formasi publik secara tertulis apabila informasi publik 
yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai 
alasan serta. pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk 
mengajukan keberatan atas p 0 akan 

d. menugaskan ejaba fungsional an/a a p ga in ormasi di bawah 
wewenang dan koordinasinya untuk membuat, mem elihara dan/atau 
memutakhir an Daftar informasi b i s ara be kala sekurang-kurangnya 1 
(sat ) kal" dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat ngsional 
d / atau petugas informasi, 

e. e bentuk Sekretariat PPID Pembantu di masing-masing SKPD dan/a tau 
B M dengan tug s menyiapk , m enyediakan, mengumpulkan, e golah 
dan m enghi pun informasi sesuai dengan . dang tugasnya. 

Pasal 9 

PPID b rtan ngjawab kepada ata .... an ID dalam me aksana an tugas, 
tanggun . awab dan wewenangnya. 

B B IV 
INFORMASI ANG WAJIB DISEDIAKAN DA 

Bag'an e atu 
UMUMKA 

In fo a ' Yan Waj 'b Disediakan Dan Diumu kan Secara Berkala 

Pasal 10 

(1) Setiap Bad Publik wa" b mengu u kan ecara er a in ormasi publik 
yang sekurang- k rangnya terd ' ri atas : 
a. informa si tentang profil Ba an Pub lik y g melipu ti: 

1) in rma i tentang kedudukan atau domis' li beser ta alamat lengkap, 
ruang l"ngkup kegia an, maksud an jua , tu gas dan fungsi Badan 
Publik bes rta kanto unit-u ' i bawahr ya ; 

2) struktur rg isa i, ga bar mum set" ap satuan kerja, profil 
singkat pejab stru tual; an atau; 

3) laporan harta keka ba . Pejabat gara yang wajib melakukannya 
yang telah diperiksa, di rifik si dan telah dikirimkan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi ke Ba an Publik untuk di umumkan; 

b. ringkasan informasi tentang program dan/ atau kegiatan yang sedang 
dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri 
atas: 
1) nama program dan kegiatan; 
2) penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor 

telepon dan/ atau alamat yang dapat di hubungi; 
3) target dan/atau capaian program dan kegiatan; 
4) jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; 
5) anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah; 
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6) agenda terkait pelaksanaan tugas Badan Publik; 
7) informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak 

masyarakat; 
8) informasi tentang penerimaan calon pegawai danl atau pejabat Badan 

Publik Negara; danl atau; 
9) informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum. 
c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkungan Badan Publik 

berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang 
dijalankan beserta capainya; 

d. ringkasan lapor k y -kurangnya terdiri atas : 
1) rencana an a ran realisa aran; 
2) neraca; 
3) la pora arus kas dan ca tatan a tas laporan keuangan yang disususn 

sesuai dengan s tandar a kunta i yang ber aku; 
aftar aset dan inventaris. 

e . ·ngkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri 
a tas: 
1) jumlah permohonan Informa i Publik yang diterima; 
) waktu yang diperlukan dal emenuhi s tiap permohonan I formasi 

Publik; 
3) jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan bai ebagaian 

a tau seluruhnya dan permohonan In formasi Publik yang ditolak; 
4) alasan penolakan pe ohon Infi asi Publi . 

f. lata kebijakan yang 
er d· eluarkan oleh Badan 

an 
aftar rancangan dan 
n angan, epu tusan, 

pemb a tan; 
2) daftar eraturan perun dang- angan, 

kebi" an yang telah . sahkan a tau itetapk 

peraturan perundang­
edang dalam proses 

keputusan, dan I atau 

g. inform s i tentang tata c a m em p ro eh nform s i Publik , s erta tata cara 
peng·u keberatan serta pro es e ye1esaian sengketa In formasi Publik 
beriku pi ak-pih ak yang bertangungjawab yang pa t d·hubungi; 

h . informasi te tang ta ta cara pe ga ua pe Y" ahgunaa wewenang atau 
pe1anggaran yang ilaku an bai I p jabat ada Publik maupaun 
pihak yang men apa tkan ·zin a au perja jian erja ari Badan Publik yang 

bersangkutan ; 
1. informasi tentang pengumu man en ga aan barang dan jasa sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan te kait; danl atau; 
J. informasi ten tang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi 

keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik. 
(2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. 
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Bagian Kedua 
Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta 

Pasal 11 

(1) Setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang 
dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/ atau 
badan publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan 
peIjanjian keIja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam 
hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar 
pengumuman informasi serta merta. 

(2) Informasi yang da pa engan am p g nyak dan ketertiban 
umum sebagaimana i aks pa a aya ar lain: 
a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan 

karen a faktor alam, h ama peny · ·t ta naman, i emik, wa b h, kejadian 
1 ar b · asa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa; 

b . informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan i dustri 
tau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingku gan 

dan kegiatan eantariksaan; 
c. be cana so sial seperti kerusuh' n sosi I, konflik so sial antar kelompok 

ta antar komunitas masyarak t an teror; 
d. in formasi tentang jenis, persebar ,dan daerah yang me jadi sumber 

pen akit yang berpotensi menul 
e. informa i ten tang racun pada makanan yang dikons m si oleh 

masyaraka ; dan/atau; 
f. in formasi tent terhadap tilitas publik. 

(3) Stan ar pen gumuman informasi sebagaimana imaksud pada ayat (1) 
sekurang-kuran ya meliputi ; 
a. pote si bahaya dan/ a tau be saran ampak an dapat ditimbulkan; 
b. pih ak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum 

maupu pega ai Badan i yang atau p Ijanjian kerja 
dari Badan bli terseb t; 

c. pros du dan em pat evakuasi apa il eadaan arurat terj d· ; 
d. cara eng. indari bahaya dan/ata dampak yang difmbu lkan; 
e. cara m n a atkan bantuan dari pi ak yang berw an 
f. pihak-pi ak y g a ··b mengu u mkan informa . yan da pat mengancam 

hajat hidu or g anyak dan ketert·ban urn; 
g. tata cara pemrum um infonna apa ila keadaan darurat terjadi; 

dan/atau 
h. upaya-upaya yang dilaku an ole ba publik dan/ atau pihak-pihak 

yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang 
ditimbulkan. 

(4) Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi 
pelaksanaan standar pengumuman informasi serta merta sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) serta memastikan pelaksanaanya oleh pihak yang 
menerima izin dan/ atau melakukan peIjanjian keIja. 
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Bagian Ketiga 
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat 

Pasal12 

(1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang 
sekurang-kurangnya terdiri atas : 

a . daftar informasi publik yang sekurang-kurangnya memuat: 
1) nomor; 
2) ringkasan isi informasi 

3) pejabat atau unit atau satuan kinerja yang menguasai informasi; 
4) penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi; 
5) waktu dan em at e a i; 
6) bentuk i ormas i y g e d"a; an 
7) jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip. 

b. informa si ten tang peraturan, keput an d l a ta k ebijakan Ba an Publik 
yan sekurang-kurangnya terdiri atas : 

d kumen pendukung seperti naskah akademis, kajian tau 
pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan a tau 
kebijakan da rah; 

2 m asukan-masukan dari berbagai pi ak atas peraturan, kepu tusan 
a.ta kebijakan daerah; 

3) risalah rapat dari proses pembentukan, keputusan atau ke ijakan 
d' erah; 

4) ranc gan peraturan, k eputusan ata u kebijakan daera h; 
5) tahap perumusan peraturan, keputus tau kebijakan a erah; dan 
6) era tu ran,keputusan dan I atau k ijakan yan e ah d i rbitkan. 

c. sel ru infor a si engkap yang waji isediak d diumum an secara 
berk ala sebagaimana d im a ks d a lam Pas 0; 

d" informasi te tang organisasi, a m in " . e egawaian dan e angan, 
antara ain: 
1) pedom pengelola n organisasi, adminis t r SI, kepegawaian dan 

keu gan; 
2) pr fil lengkap pim pinan da n pegawai ang meli ti n ama, sejarah karir 

atau osisi, se" arah pendidikan, p nghargaan dan sank s i berat yang 
pernah di erima ; 

3) anggaran Ba da Pub i 
khusus u nit pe aksana tekn" 

4) data statis ' y g 'buat d 

L m au u n anggaran secara 
serta a poran eu angannya; atau, 
dik 101 leh adan Pub1ik. 

e. surat-surat perj Ian deng 
pendukungnya; 

iak etiga berikut dokumen 

f. surat meny.urat pimpinan ata peja at Badan Publik dalam rangka 
pelaksanaan tugas pokok dan fung " ya; 

g" syarat-syarat perizinan, izin yang di terbitkan danjatau dikeluarkan 
berikut dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang 
diberikan; 

h. data perbendaharaan atau inventaris; 
1. rencana strategis dan rencana kerja badan publik. 
J" agenda kerja pimpinan satuan kerja; 
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k. informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang 
dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang 
dimiliki berseta kondisinya, sumber daya manusia yang mengenai layanan 
Informasi Publik beserta kualifikasinya, angaran layanan informasi publik 
serta laporan penindakannya; 

1. jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh 
masyarakat serta laporan penindaknya ; 

m. jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh 
pengawas internal serta laporan penindaknya; 

n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan; 
o. informasi Publ"k ai yan ela dinyatakan terbu ka bagi masyarakat 

berdasarkan mekan'sme keberatan dan/atau peny lesaian sengketa 
sebagaimana imaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan In formasi Publik; 

p. informasi ten tang s tandar pengumuman i ... i sebagaimana dimaksud 
d alam Pasal 12 bagi Badan Publik lain yang memberikan izi d /atau 
m elakukan perjanjian banyak dan k etertiban umum; dan/ atau; 

q . in ormasi dan kebijakan yang d isampaikan pejabat publik d am 
ertemuan ang terbuka untuk u rn 

(2) Daftar informasi publik sebagaimana imaksud pa a ayat (1) terd pa t pada 
lampi an form 02 sebagai bagian yang tidak terpisahkan ari Pe aturan 
Bupati i i. 

BAB V 
I F MASIYA G ECUA KAI 

Bagi K e tu 
u 

Pasal 3 

(1) Setiap Badan Publik aj ib memb k akses i formasi pu blik bagi setiap 
pemoh n . forma ' u blik , keeual ' informas' yang dikecualikan sebagaimana 
diatur dal Undang- d g Keterbukaan It formasi blik. 

(2) Pengeeu ian sebagaimana di aksu 1 p da ayat (J.) diantara nya : 
a. inform s i b i yang apabi a dib a dan diberi an kepada pemohon 

informasi u lik da pat mengh m bat prose pe egakan hukum, yaitu 
informasi an d pat; 
1) menghambat roses penye idik ..- d a r enyi ik s a tu tindak pidana; 
2) mengungkapkan i enti s informa , pelapor, saksi dan/ atau korban 

yang mengetahui a anya . ndak pi a na; 
3) mengungkapkan data in telejen 'minal dan reneana-reneana yang 

berhubungan dengan pene ga han dan penanganan segala bentuk 

kejahatan transnasional; 
4) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum 

dan/ atau keluarganya dan/ atau, 
5) membahayakan keamanan peralatan, serta dan/atau prasarana 

penegak hukum. 
b . informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan 
intelektual dan perlindungan dan persaingan usaha tidak sehat; 
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c, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon 
dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu : 
1) informasi tentang strate gi , intelejen, operasi, teknik dan taktik yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan 
Negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran 
atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar 
negen; 

2) dokumen yang memuat tentang strategi, intelejen, operasi, teknik dan 
taktik yang meliputi tahap perencanaan sistem pertahanan dan 
keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan 
pengakhiran atau eval a ' ; 

3) jumlah, kompo ' ' , d' po ' ' , at d' loka ' kekua dan kemampuan 
dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta 
rencana pengembangannya; 

4 gambar dan da ta ten tang s 'tua s ' d k daan pangkalan dan/atau 
instalasi militer; 

5) data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain 
terbatas pada segala tindakan danl atau indikasi negara lain terbatas 
pada segala tindakan dan/ata indikasi Negara Kesatuan Republik 
In donesia dan I atau data terkait kerjasam militer dengan n egara lain 
yang disepakati dalam perj ji' tersebut sebagai rahasia a tau sangat 
rahasia, 

6) sistem persandian n egara; danl atau 
7) sistem intelejen negara, 

d, i forma si p b ik yan apa 'la dib d ' 'ka k pada pemohon 
info a s i p bli pat am I do esia ; 

e, informa si p blik yang apa diberikan kepada pemohon 
In formasi blik, da at merugikan etahanan e omi asional: 
1) rencana aw pembe ian an 1 rna a. g nasio a l a tau asing, 

sah dan aset vital rnilik n ega ra; 
2) r ncana awal n"lai tukar, suI b a an model opera si institusi 

keu angan; 
3) en c a awal perubah a uk unga bank , pinjaman pemerintah, 

p rub an pajak, tarif, ata pe apatan negara I daerah lainya; 
4) ren ana awal penjualan atau p mbelian tanah a tau prop erti; 
5) rencana . w in estasi sing; 
6) proses an has"J pe ga a an perb n kan, a sur si, atau lembaga 

keuangan I "nya; dan tau , 
7) hal-hal yang ber "tan d ngan pr ses pe c takan uang" 

f" informasi publik yang apa b "la dib a dan diberikan kepada pemohon 
dapat merugikan kepentingan h bungan luar negeri: 
1) posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh 

negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; 
2) korespondensi d iplomatik antar negara; 
3) sistem komunikasi dan persandian yang digunakan dalam 

menjalankan hubungan internasional;danl atau, 
4) perlindungan dan pengamanan infrastuktur strategis Indonesia di luar 

negeri, 
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g. informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi data 
otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat 
seseorang; 

h. informasi publik yang apablia dibuka dan diberikan kepada pemohon 
informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi; yaitu: 
1) riwayat dan kondisi anggota keluarga; 
2) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis 

seseorang; 
3) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 
4) hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas 

dan rekome d / atau; 
5) catatan yang e y gkut riba · eseorang yang berkaitan dengan 

kegiatan suatu pendidikan formal dan satuan pen . d ikan nonformal. 
1. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra publik, yang 

men u rut sifatnya dirahasiakan ke u i a as pu san komisi . nformasi atau 
pengadilan; 

formasi yang tidak boleh diungka pkan berdasarkan Undang-Un an . 

Pasal 4 

Pengec alia n informasi publik didasarkan pada penguji tentang kon sekuensi 
yang ti bul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan 
dengan seksam bahwa menutup info a si publik dapat melindungi . epentingan 
yang lebih bes daripada memb kanya a tau s baliknya. 

Bagian Kedua 
ta Cara Penge ali nforma ' Pub ' 

Pasal 

(1) PPID wajib m elakuka pen gujian n e ensi berdasar a n a as a n pada Pasal 
17 Un dang-Undang Nomor 14 tahu n 2008 te tang Keterbukaan Informasi 
Publik s be u rn enyatakan suat informas ' pu l"k ebagai informasi publik 
yang dikec alikan. 

(2) PPID yang elakuan pengujian konse en s i berdasarkan ala s an pada Pasal 
17 hurnf J n ang-Undang Nomor 4 tahun 2 08 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik wajib menyebutkan ketentua sec a jela s dan tegas pada 
undang-und g yang dijadikan dasar yang men takan uatu informasi wajib 
dirahasiakan. 

(3) Alasan sebagaimana dimaksu ada aya 1) dan a a t (2) harus dinyatakan 
secara tertulis dan di ertakan dalam surat emberitahuan tertulis atas 
permohonan informasi publik. 

(4) Dalam melaksanakan pengujia n konsekuensi, PPID dilarang 
mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam 
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik. 

Pasal16 

(1) PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang di 
kecualikan dalam suatu salinan dokumen informasi publik yang akan 
diberikan kepada publik. 



14 

(2) PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagai informasi dalam satu 
salinan informasi publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik 
terhadap kese1uruhan salinan informasi publik. 

(3) Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID wajib 
memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan 
atau dikaburkan. 

Pasal 17 

(1) Badan Publik mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian 
informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal16. 

(2) Pengaturan mengenai tata cara peng cualian · 0 a · publik sebagaimana 
dimaksud pada aya t I} wajib mempe ·mbangkan j gka waktu pelayanan 
informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pa al 18 

(1) Setiap orang berhak memperoleh i formasi publik dengan cara m e1ihat dan 
men etahui informasi serta mendapa tkan salinan informasi publik. 

(2) Badan Publik wajib memen hi h ak se agaimana d imaksud pada ayat (1) 
melalui : 
a. pen uman ·nform si pub i ; dan, 
b. p n ed ·aan i 0 erda sark n rmo an. 

Bagian edua 
Standar Lay a n n ormasi ik e a lui engu man 

Pasal 19 

(1) Badan Pu blik w jib mengumumkan informa si s bagaimana dimaksud dalam 
Pasall . 

(2) Badan b lik waj·b mengumumkan inti rmasi ya g waj · disediakan dan 
diumumkan e ra er ala sebagaim a dimaks d am Pa sa1 10 sekurang-
kurangnya elalui s i dengan cara yang mudah 
di akses masyaraka t. 

ada ayat (1) dan ayat (2), (3) Pengumuman informas· se 
dengan mempergunak a ya baik dan benar, mudah 
dipahami serta dapat m e erti ban 
digunakan penduduk setempat. 

an penggunaan bahasa yang 

(4) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud 
disampaikan dalam bentuk yang memudahkan 
kemampuan berbeda u n tuk memperoleh informasi. 

Pasal20 

ayat (1) dan ayat (2) 
bagi masyarakat dengan 

(1) Badan Publik sesuai dengan kewenangan wajib mengumumkan informasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan menggunakan bahasa yang 
mudah dipahami, media yang dapat dan disampaikan tanpa adanya 
penundaan. 
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(2) Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengumumkan 
secara berkala informasi tentang prosedur evakuasi keadaan darurat kepada 
pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak dan menyediakan sarana 
prasarana bagi penyebarluasan informasi keadaan darurat. 

(3) Badan publik yang berwenang memberikan izin dan/ atau membuat perjanjian 
dengan pihak ketiga terhadap sesuatu kegiatan yang berpotensi mengancam 
hajat hidup orang banyak serta ketertiban umum wajib : 
a. mengumumkan prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak-pihak 

yang berpotensi terkena dampak; dan, 
b. menyediakan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari 

penyebarluasan informas· keada d r t . 

Bagian Ketiga 
Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permoh nan 

Pasal2 1 

Selu h informasi publik yang berada pada Badan Publik se1ain in formas· yang 
dike ualikan dapat diakses oleh publik m elalui prosedur permohonan i formasi 

publik. 

Pa~ al 22 

(1) Permoh onan informasi publik dapat dilakukan secara tertulis a tau tidak 

tertulis. 
(2) Dalam h al permohonan diajukan secara tertulis, perno 0 

a. men gi i form ir permo onan; dan, 
b. memba ar biaya sal·nan dan/ ata engt an ·nform S 1 apabila 

d i tuhkan. 
(3) Dalrun hal ohonan diajukan secara tidak te ulis, PPID m emastikan 

permoh nan in ormasi pu b ik tercata a am ormulir permohonan. 
(4) Form Ii permohon s bagaimana dimaksud pa a ayat (2) dan ayat (3) 

sekurang- ran y m e uat: 
a. no 0 e daftar yang d · isi be dasa an n Dl.Or setelah permohonan 

info m s · pu blik diregistr si; 
b. nomor in u k kependudukan (NIK atau noma Kartu Ta n a Penduduk 

(KTP) 
c. nama; 
d. alamat; 
e. pekerjaan; 
f. nomor telepon / e-mail; 
g. rincian informasi yang dibu hkan; 
h. tujuan penggunaan informasi; 
1. cara memperoleh informasi; dan 
j. cara mendapatkan salinan informasi. 

(5) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
terdapat pada lampiran form 03 yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal23 

(1) PPID wajib mengkoordinasikan pencatatan permohonan informasi publik 

dalam register permohonan. 
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(2) PPID wajib memastikan formulir permohonan yang telah diberikan nomor 
pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan informasi publik diserahkan 
kepada pemohon informasi publik 

(3) Dalam hal permohonan informasi publik dilakukan melalui surat elektronik 
atau pemohon datang lang sung, PPID wajib memastikan diberikannya nomor 
pendaftaran pada saat permohonan d iterima 

(4) Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan meialui surat atau 
faksimili atau cara lain yang tidak memungkinkan bagi Badan Publik untuk 
memberikan nomor pendaftaran secara langsung, PPID wajib memastikan 
nomor pendaftaran dikirimkan kepada Pemohon Informasi Publik. 

(5) Nomor pendaftaran ebagaim a a ayat (4 dapat diberikan bersamaan 
dengan pengiri an informasi publik. 

(6) PPID wajib menyimpan salin an formulir permohonan yang telah diberikan 
nomor pendaf aran sebagai tanda bukti permohonan informasi pu blik. 

(7) Register permohonan bagaim a di ak ud pa ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat: 
a . omor pendaftaran permohonan; 
b . tanggal permoh onan; 
c. n omor induk kependudukan (NIK) a tau nomor Kartu Tanda enduduk 

( .T ) 
d. ama Pemohon Informasi Publik; 
e. alamat; 
f. pek rjaan; 
g. n m or k on ak; 
h. informa s i pu ik yang dimin 
1. t ju en "nfo si; 
j . s tatus·n ormasi untuk men atat a pak mohon Info a S11 gin me1ihat 

a ta menda atkan salinan info a si; 
k. format in 0 asi yang di a a ' ; 
1. jen is permohona u ntuk mencatat apakah emohon Informasi ingin 

m ihat a ta mendapatkan salinan in £ rmac;: i; 
m. keputu u tuk menerim a menolak, a u enyaran k ke Badan Publik 

lain; 
n . alasan. p e olakan bila permo 0 an formasi Pu Ii dito 
o. hari dan n a pemberitahuan tertulis serta pe erian in formasi; dan 
p. biaya se a ar pe bayaran u nt In n da a t an in ormasi publik yang 

diminta. 
(8) Format register p rmoh onan sebagaimana 1m sud pada ayat (7) terdapat 

pada lampiran form 04 dan m rupakan agian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal24 

(1) Dalam hal permohonan informasi publik bermaksud untuk me1ihat dan 
mengetahui informasi publik, PPID wajib: 
a. memberikan akses bagi pemohon untuk me1ihat informasi publik yang 

dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca danjatau 
memeriksa informasi publik yang dimohon; 

b. memberikan alasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 
Pasal16 apabila permohonan informasi publik ditolak; dan 

n 
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c. memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta 
formulirnya bila dikehendaki. 

(2) Dalam hal pemohon informasi publik meminta salinan informasi, PPID wajib 
mengkoordinasikan dan memastikan: 
a. pemohon informasi publik memiliki akses untuk melihat informasi publik 

yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau 
memeriksa informasi publik yang dimohon; 

b. pemohon informasi publik mendapatkan salinan informasi yang 
dibutuhkan; 

c. pemberian alasan tertulis dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 
15 dan Pasal 16 a a . ape . fi . d 'to ak; dan, 

d. pemberian 'nformas' tentang tata ara menga'ukan keberatan beserta 
formulirnya b ila dikehendaki. 

(3) PPID wajib memastikan pemohon in formasi puhlik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan (2) dibantu dalam ele g ap' persyaratan se agaimana 
di ak u d dalam Pasal 22 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak erm honan 
. formasi publik diajukan. 

(4) P ID wajib memastikan permohonan Pemohon informasi publik sebagai ana 
di aksud pada ayat (1) dan (2) ercatat dalam register permoh onan 
seb gaimana dimaksud dalam Pasal 2 . 

Pa al 25 

(1) PPID wajib me berikan pem beritah an tertulis y g merupakan jawaban 
Bada b' a as setiap pe ohonan info si publik. 

(2) Pemheri ahu tert ' sebagaimana d imaksud pa a ayat (1) beris ikan: 
a. a pakah inform i p lik yang imi di ba ah pe gua saan atau 

tidak; 
b . m emberitahukan Ba a n 

dim inta dalam h al informasi tersebu 
pe guasaa nya; 

a s ' informasi yang 
tidak erada 1 bawah 

c. menerima a tau m enolak permo on in fo a si pu e 'kut a lasannya; 
d. bentuk in formasi publik yang ter sedia; 
e. biay d cara pembayaran untuk me dapatkan informa si publik yang 

dimohon ; 
f. waktu yang dibutuh kan untuk in formasi publik yang 

dimohon; 
g. penjelasan a ta s enghitaman a .- gab ran informasi yang dimohon 

bila ada; dan, 
h. penjelasan apabila in 0 asi f dak apat i erikan karena belum dikuasai 

atau belum didokumentasikan. 
(3) Dalam hal informasi publik yang imohon diberikan baik sebagian atau 

seluruhnya pada saat permohonan dilakukan, PPID wajib menyampaikan 
pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) bersamaan 
dengan informasi publik yang dimohon. 

(4) Dalam hal informasi pu blik yang dimohon, diputuskan untuk diberikan baik 
sebagian atau seluruhnya namun tidak disampaikan pada saat permohonan 
dilakukan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dan informasi 
publik yang dimohon kepada pemohon informasi sesuai jangka waktu diatur 
dalam Peraturan Bupati ini. 
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(5) Dalam hal pennohonan infonnasi publik ditolak, PPID wajib menyampaikan 
pemberitahuan tertulis bersamaan dengan Keputusan PPID tentang 
Penolakan Pennohonan Infonnasi. 

(6) Keputusan PPID tentang penolakan pennohonan infonnasi oleh PPID 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sekurang-kurangnya memuat: 
a. nomor pendaftaran 

b. nomor induk kependudukan (NIK) atau nomor Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) 

c. nama 
d. alamat 
e. pekeIjaan 
f. nomor telepon, e-mail 
g. infonnasi yang dibutuhkan 
h. keputusan pengecualian dan penolakan infonnasi 
1. alasan pengecualian; dan, 
J. kon sekuensi yang diperkirakan akan timbul apabila infonnasi dibuka 

dan diberikan kepada pemohon in fonnasi. 

(7) P m beritahuan tertulis sebagai ana dimaksud pada ayat (1) dan in ti rmasi 
p bli yang dimohon disampaik palin lambat 10 (sepuluh) a ' keIja 
sej k permohonan diterima. 

(8) Dalam hal permohonan informasi ti ak disampaikan secara an s ng atau 
melalu i sur t lektronik, nomor pe d taran disampaikan bersamaan dengan 
pem erita uan tertulis. 

(9) Dala m hal ID belum guasai ata mendokument sika informasi 
publik yang imo dan/ atau blu m da at me t an apakah informasi 
yan 'mohon erm suk in orma publi yang dikec alikan, PPID 
memberitah an gan wa u em ritahu an ter is beserta 
alasan ya. 

(10) Perpan'ang sebag 'm r na dimaksud pada a a t (9) beserta penyampaian 
infor a si p blik yang . ohon dilakukan sel bat-Iambatnya 7 (tujuh) hari 
keIja sejak j gka aktu pemberit uan ertu is se gaim a dimaksud 
pada aya t (7 ) dan tidak dapat dip rpanjan lagi. 

(11) Format pem beritah an tertu ' sebagai a n a dimak~ud pa a aya t (1) terdapat 
pada lampiran form 05 sebagai bagian yang tidak e i 'ah kan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(12) Format Ke utus PPID te tanl:) enol n Perm ohonan Informasi 
sebagaimana imaksu pada (6) t rda at pada lampiran form 06 
sebagai bagian yan 'dak terpisa ari Peratur Bupati ini. 

a sa1 2 

(1) Badan Publik mengenakan biaya u ntuk mendapatkan salinan informasi 
publik seringan mungkin. 

(2) Badan Publik menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi publik 
yang terdiri atas: 
a. biaya penyalinan informasi publik 
b. biaya pengiriman informasi publik; dan, 
c. biaya pengurusan izin pemberian informasi publik yang di dalamnya 

terdapat informasi pihak ketiga. 
(3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan 

pertimbangan standar b iaya yang berlaku umum di wilayah setempat. 

a 
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(4) Standar biaya perolehan salinan informasi publik sebagaimana dimaksud ayat 
(1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati setelah mendapatkan masukan dari 
masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal27 

(1) Badan Publik menetapkan tata cara pembayaran biaya perolehan salinan 
informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Tata cara pembayaran biaya peroleh an informasi publik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. dibayarkan secara langsung kepada Badan Publik di mana permohonan 

dilakukan; a u , 
b. dibayarkan me alui ekening e 1 a an ·k erd sarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
(3) Dalam al pemba aran secar la n g g, a a n blik wajib memberikan 

tanda bu ti penerimaan pembayaran biaya perolehan salin an inti rma si secara 
te . n d kepada pemohon informasi publik. 

(4) adan Publik wajib m engumumkan biaya dan tata cara pem a aran 
pe olehan salinan . n formasi pu ik sesuai dengan tata cara pengumuman 
in£ rmasi pu blik secara berkala. 

(5) Peroleh an atas pembayaran salinan in formasi publi dari pemohon in formasi 
publik merupakan Pendapatan Asli aerah Kabupaten Tasikmala a . 

agian Kee pat 
Makluma elaya an Info asi Publik 

a sal 28 

Badan Publi me gatur 1 ih 1 ·ut m u m t pelay infor a i publik 
berdasarkan pengelolaan layanan dalam Peraturan upati ini d eraturan 
perundang-und gan di biqa n g pe ayanan pu 1 . 

B B I 
TATA CARA PENGELOLAA KE E TA 

Bagian Ke a tu 
Pengajuan J: e eratan 

Pa sal 29 

(1) Pemohon informa i u bli b ,rhak men ·uk eberatan dalam hal 
ditemukannya ala an s bag · beriku : 
a. penolakan atas p ohon n informa i pu ·k sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15; 
b. tidak disediakannya informasi er ala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10; 
c. tidak ditanggapinya permohonan informasi publik; 
d. permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; 
e. tidak dipenuhinya permohonan informasi publik; 
f. pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau, 
g. penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam 

Peraturan Bupati ini. 
(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada 

Atasan PPID melalui PPID. 
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(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan 
kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum. 

Pasal30 

(1) Badan Publik wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai 
dengan nama, alamat, dan nomor kontak PPID. 

(2) Badan Publik dapat menggunakan sarana komunikasi yang efektif dalam 
menerima keberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang 
dimilikinya. 

agian e ua 
egistrasi ebe a an 

Pasal31 

(1) Pengajuan keberatan di akukan dengan cara In n g·si formulir k ber tan yang 
disediakan oleh Badan Publik. 

(2) ala m hal pengajuan keberatan disam aikan secara tidak tertulis, PPID ajib 
m em antu pemohon informasi ublik yang mengajukan keberatan atau ihak 
yan menerim a kuasa untuk mengisik formulir keberatan dan e udian 
mem be . an nomor registrasi pengajuan keberatan. 

(3) Formulir keberatan sebagaimana di aksud pada ayat (I) sekurang-kurangnya 
mem a t: 
a. n mor registrasi pengajuan kebe atan; 
b. n mor pendaftaran permohonan informasi publik; 
c. tuju a n penggu aan I formasi Publi ; 
d. iden t itas engka p perno on i forma i i 
e. iden tita s kuasa perno on in rma si publi 

bila ada; 

ang en g ju kan keberatan; 
yang mengajukan keberatan 

f. al sa n pengajuan eberatan se g ·mana d ·maksu da am asal 29; 
g. kasu s posisi perm honan informasi publik; 
h. wakt em tangga an at k erat ya a d ··s· leh etu gas; 
1. nama dan tanda tangan emohon info m asi publik yang mengajukan 

keber a ; dan, 
J. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengaju an keberatan. 

(4) PPID wajib m em berika n salin an formulir keberatan sebaga im ana dimaksud 
pada ayat (3 kepada pemohon . nformasi ubli ang mengajukan keberatan 
atau kuasanya s bagai tanda t rima pe ga·uan ke er tan. 

(5) Format formulir keberatan seba ·mana d · aks pad ayat (3) terdapat pada 
Lampiran form 07 dan merup an ba gian ng tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(6) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula 
dalam hal Badan Publik menyediakan sarana pengajuan keberatan melalui 
alat komunikasi elektronik. 

Pasal32 

(I) PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan. 
(2) Registrasi keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang­

kurangnya memuat: 
a. nomor registrasi pengajuan keberatan; 
b. tanggal diterimanya keberatan; 

· s 



21 

c. identitas Iengkap pemohon informasi publik dan! atau kuasanya yang 
mengajukan keberatan; 

d. nomor pendaftaran permohonan informasi publik; 
e. informasi publik yang diminta; 
f. tujuan penggunaan informasi; 
g. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik; 

h. keputusan Atasan PPID; 
i. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan; 
J. nama dan posis· ata an PP ; da 
k. tanggapan pemohon . nformas·. 

(3) Format regis ter keberatan sebagaimana dimaksud pada aya t 1) terdapat pada 
Lampiran form 08 yang merupakan bagian yang tidak erpisahkan dari 
Perat ran Bupati ini. 

Bagian Ketiga 
Tanggapan Ata Keberatan 

Pasal 33 

(1) Atas PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentu keputu an tertulis 
yang d isampaikan kepada pemohon informasi publik yang e gajukan 
keberatan tau pihak yang menerima u asa selamba -1 batnya 30 (tiga 
pulu ) hari se· dicatatnya peng ju an keberatan tersebut dalam. register 
keber t 

(2) Keputu an tertu · seba aimana i aks 
mem at: 

pad ayat (1) kurang-kurangnya 

a. tangg pe u tan su rat tangga at tas ke ratan; 
b . n omor s rat tanggapan a tas keb ratan; 
c . tanggapan atau jawaban terhlli atasan P D atas kebera tan yang 

diaju kan; 
d. pe · n atasan PPI kepada PPID u ntuk m e bed an sebagian atau 

seluru Informasi Publik ang dimi ta dal hal ke ratan d iterima; dan; 
e. jangk tu elaksanaan perintah se agaimana d·m ak u p da huruf d . 

(3) PPID wajib e ak anakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) pada sa t ite a kannya ke u t san tertu ·s tersebu t. 

asal34 

Pemohon informasi puhli yang menga· kan eratan atau pihak yang 
menerima kuasa yang tidak pua s den g keputusan atasan PPID berhak 
mengajukan permohonan penyelesaian sen gketa informasi publik kepada Komisi 
Informasi. 

BAB VIII 
TAHAPAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

Bagian Kesatu 
Tahapan Pelaksanaan Secara Umum 

Pasa135 

(1) Tahapan layanan informasi publik meliputi : 
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a. perencanaan data dan informasi; 
b. pengumpulan data dan informasi; 
c. inventarisasi informasi; 
d. pemilahan data dan informasi; 

e. penyajian data dan informasi memanfaatkan media desiminasi informasi' , 
f. pemantauan; dan, 
g. evaluasi; 

(2) Bagan siklus layanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdapat pada lampiran form 09 yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ked a 
Perencanaan dan Pengumpulan Data dan Informas ' 

Pa al 36 

(1) Pengumpulan data dan informasi dapat bersumber dari statistik ruti , survey 
a au penelitian, kliping koran, guntingan pers, peliputan lang u n dan 
s m er daya lainnya baik dari in ternal maupun eksternal Pe erintah 
Ka u aten Tas·kmalaya. 

(2) Cara pengumpulan data dan informa si dapat i akukan melalui: 
a. rapat koordinasi; 
b. kerjasama jaringan lintas kom on en maupun lintas sektor tin setiap 

b lannya; 
c. peli ut langsung kepad nara u ber, serta 
d. perm'nta kepada r ntas kom on 

dan in ormas' yang di utuhk 
dan in s sekto sesuai den gan data 

(3) Dalam h al memenuhi kebutuhan data dan informasi publik, maka 
kepa a etiap KP dan lem a te ait u tuk memberikan 
informa s ' yang d'b tuh kan oleh PPI Kabupaten asikmalaya. 

agian a 
I yen isasi, Pe ilahan dan Penyaj' Da dan Info masi 

Pasal 37 

iwajibkan 
data dan 

(1) PPID mel kuk inven arisasi dan identifikasi kea ggotaa jarin gan informasi 
dilingkup , ternal maupun eksternal erne 'n tah a u paten Tasikmalaya, 
yakni kompon nj mi a kezj yang miliki d 1 engol da ta dan informasi. 

(2) PPID melakukan pem ilahan an pen eta an d ta an in formasi, yang akan 
disajikan dan diseb uask . Sum er data an i formasi dapat bersumber 
dari Pemerintah Kabupa e Ta ikmalaya aupun mitra keIja di luar 
Pemerintah Kabupaten Tasikm aya secara aktif berpartisipasi dalam 
pelaksanaan peningkatan akses info m asi masyarakat. 

(3) Berbagai data dan informasi yang tersebar baik di lingkup Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya maupun di luar Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 
dikumpulkan, dilakukan pemilahan dan kemudian dikelompokan sesuai 
dengan klasifikasi informasi. 

Pasal38 

(1) PPID melakukan penyajian data dan informasi dalam rangka penyebarluasan 
informasi memanfaatkan media informasi website resmi Pemerintah 
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Kabupaten Tasikmalaya, surat kabar, radio, televisi lokal, papan informasi, 
buletin dan media informasi lainnya. 

(2) PPID dalam melakukan penyampaian in formasi melalui website Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya membentuk satuan kerja dan pengelola administrasi 
data dan informasi publik. 

BABIX 
LAPORAN DAN EVALUASI 

Bagian Kesatu 
Laporan 

Pasa139 

(1) PPID Kabupaten Tasikmalaya wajib membuat dan m ny diakan laporan 
layanan informasi p b ik sebagaimana dimaksud dalam Pasa 4 paling lambat 
3 (tiga) bu an setelah Tahu n Pe aksanan Anggarru berakhir. 

(2) La oran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya m muat: 
gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik di Badan b i ; 

b. g mbaran urn m pelaksanaan pela anan informasi publik, antara ain : 
1) sarana dan prasarana pelay an i formasi publik yang dimiliki eserta 

kondisinya; 
2) sumber daya manusia yang m enangani pelayanan i forma publik 

eserta kualifikasinya; 
3) anggaran pelayanan informasi serta laporan pe ggun aannya. 

c. rin cian pe ayanan informasi p b lik masing-masi adan blik yang 
m eli u i: 
1) j m ah permo onan in 0 

2) a tu yang diperl an d e · setiap pe ohon informasi 
publik den gan a sifikasi terten tu; 

3) ju m lah permoh onan in orma i u i ya11.g i 0 a e ert a ala annya. 
d. rincian penyelesaian sengketa informasi publik , eliputi: 

1) ju lah keberatan yang dite ·ma; 
2) tanggapan atas kebe atan ang dibe ikan d' e aks a nnya oleh 

ad Publi; 
3) ju lah permo onan penye esaian sengketa ke Komisi I formasi yang 

berwenan ; 
4) hasil e ias· dan j a tau keputus aju · a si Kom i i Informasi yang 

berwenan d pelak aan a Ie . Badan Pu lik ; 
5) jumlah guga tan y g 1 kan ke gadi an; dan, 
6) hasil putusan pe g dilan an pel ksana n ya oleh Badan Publik; 

e. kendala eksternal dan inte a da am pelaksanaan layanan Informasi 
publik; 

f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan informasi. 

(3) PPID Kabupaten Tasikmalaya membuat laporan sebagaimana dimaksud ayat 
( 1) dalam ben tuk: 
a . ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan informasi 

publik masing-masing Badan Publik 
b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan 

informasi publik masing-masing Badan Publik. 
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(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari 
informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. 

Bagian Kedua 
Pemantauan dan Evaluasi 

Pasal40 

Kegiatan pemantauan dilaksanakan berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 
a. pemantauan dan evaluasi berorientasi kepada tujuan, proses dan hasil dari 

data dan informasi yang disajikan; 
b . pemantauan dan evaluasi dilakukan secara menye1uruh dan berkala yang 

meliputi semu a aspek dalam mekanisme pe1aksan an penyajian dan 
penyebarluasan ·nformasi. Pe1aksanaan kegiatan pemantau an dan evaluasi 
penyajian dan penyebarluasan informasi dilaksanakan se ara langsung dan 
tidak 1 g u ng; 

c. secara angsung dilakukan dalam bentuk observasi, wawancara dan diskusi 
en gan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pe1aksanaan pengel laan 

p nyebarluasan informasi; 
d. secara tidak langsun g dilakukan m elalui laporan tertulis triwulan, m e cakup 

jum ah pengunjung website, jumlah pemberi a n dan jumlah artike1 pada 
media surat kabar, serta jumlah da ta dan informasi ain yang disajikan 
melalu i website, papan informasi dan uletin; dan, 

e. peman u dan evaluasi dilaksanak secara internal 0 eh PPID dan secara 
ekstemal ilak anakan oleh Pemerin Kabupaten Tasikmal ya sebagai 
pena ggung wa kegi tan enyebarlu asan a dan i orma s ' di Kabupaten 
Tasikmalaya . 

Pasal 4 

Untuk m en getahu i apakah e aksanaan pem e an ayanan informa si sesuai 
dengan ujuan yang te1ah ditetapkan erlu n evalu asi. P aksanaan 
evaluasi id k ada : 
a. tujuan y g h endak di apai dan ha s i pel aan yang telah dicapai 

berdasa kan da ta dan informa s' yang d 'sa 'ikan; 
b. kemampu an emberikan atau menye iakan info a s ' ya g tepat, cepat dan 

dapat dipercaya; dan, 
c. obyektif den an p ngertian bahwa In 0 mas yan disa'ikan benar-benar 

dibutuhkan dan be faa t bag' pen na. 

BABX 
MBIAY N 

Pa 42 
Biaya yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi kepada 
masyarakat pengguna, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya. 

BABXI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal43 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan dl Singaparna 

pada tanggal 29 Hovember 2013 

SE RETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

BERITA DAE H KA UPAT 

Ditetapkan di Singaparna 13 
d al 

29'-YOvember 20 
pa a tangg 

BUPATI TASIKMALAYA, 

LA A AH 2013 OMO 
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